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Abstract 
Penelitian ini menganalisis aspek yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas 
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023. Fokus kajian 
mencakup dasar hukum, pertimbangan hakim, serta akibat hukum bagi para pihak, khususnya 
suami istri, dalam kasus pembatalan yang disebabkan penipuan identitas. Penelitian ini 
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis 
putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Teknik analisis data 
bersifat kualitatif dengan validasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pembatalan didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, di mana unsur penipuan menjadi alasan hukum yang sah untuk pembatalan. 
Akibat hukumnya mencakup putusnya status perkawinan secara hukum serta dampak 
terhadap hak dan kewajiban suami istri, termasuk pembagian harta dan perlindungan anak. 
Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan verifikasi identitas dalam proses 
administrasi perkawinan guna mencegah kasus serupa. Temuan ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan terhadap 
pihak yang dirugikan dalam institusi perkawinan. 
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PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankan kebutuhannya 
dalam hidup selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Hal ini berarti, bahwa 
manusia itu saling bergantung satu sama lain. Sebab adanya rasa saling 
membutuhkan ini, menyebabkan manusia harus berinteraksi dengan manusia 
lainnya (Columbus et al., 2021). Interaksi sosial bukan hanya sebatas bertemu atau 
berbicara dengan manusia lain akan tetapi interaksi ini juga akan melibatkan saling 
tukar informasi, ide-ide dan nilai-nilai budaya. Manusia sebagai makhluk sosial juga 
berperan sangat penting dalam pembentukan masyarakat. Didalam masyarakat 
terdapat suatu kesatuan organisasi terkecil yaitu keluarga. Dalam pembentukan 
suatu organ terkecil ini harus melalui ikatan yang sah secara hukum, agama, dan 
sosial yang dinamakan perkawinan. 

Perkawinan adalah institusi fundamental di banyak masyarakat dan 
pembubarannya baik melalui perceraian maupun pembatalan perkawinan 
merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki banyak sisi dengan implikasi 
sosial, hukum, dan pribadi yang signifikan. Namun, ada beberapa kasus di mana 
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perkawinan harus dibatalkan atau dibatalkan karena berbagai alasan seperti 
ancaman, pemalsuan identitas, atau kegagalan untuk memenuhi persyaratan 
perkawinan (Litani et al., 2022).  

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci 
antara seorang pria dan wanita yang dibangun atas dasar saling mencintai dan 
kesediaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Afifatimah 

et al., 2023). Definisi tentang perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP) yang menyatakan, 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengubah sebagian ketentuan dalam 
Undang-Undang Perkawinan (UUP), khususnya mengenai batas usia minimum 
perkawinan, tanpa mengubah definisi perkawinan itu sendiri. Adapun syarat 
perkawinan menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yaitu 

 
“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dalam hal salah seorang dari kedua 
orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal 6 cukup diperoleh dari orangtua 
yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya; dalam 
hal kedua orangtua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk 
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara 
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; 
dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), 
(3), dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang 
akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan 
izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) 
Pasal 6; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orangtya pihak pria maupun pihak wanita; ketentuan-ketentuan mengenai 
keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) 
undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) 
Pasal 7 dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).” 

 
Pembatalan perkawinan yang dikenal sebagai “Pembatalan Perkawinan” di 

Indonesia merupakan proses yang kompleks dan seringkali rumit yang melibatkan 
serangkaian persyaratan dan prosedur hukum. Hukum Indonesia menetapkan 
bahwa pembatalan perkawinan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi 



 

 

271 
 

anak-anak, aset dan pihak ketiga (Katarina et al., 2023). Salah satu alasan utama 
pembatalan perkawinan di Indonesia adalah adanya hubungan yang dilarang antara 
pasangan suami istri, seperti hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan dalam 
derajat tertentu. Selain itu, pembatalan perkawinan dapat diajukan jika salah satu 
pasangan masih di bawah umur pada saat perkawinan atau jika tidak ada 
persetujuan atau adanya paksaan (Bazić, 2021).  

Proses hukum yang mengatur proses pembatalan berbeda berdasarkan 
hukum agama dan perdata dengan pertimbangan untuk faktor-faktor seperti 
poligami, perkawinan paksa, dan perkawinan yang tidak sah karena berbagai alasan 
seperti perselingkuhan atau agama yang berbeda (Siregar et al., 2023). Proses hukum 
untuk mendapatkan pembatalan perkawinan biasanya melibatkan pengajuan 
permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat perkawinan 
dilangsungkan. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut, 
mendengarkan kesaksian dari para pihak yang terlibat, dan membuat keputusan 
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Dalam hal perkawinan dibatalkan, 
konsekuensi hukumnya bisa sangat signifikan, termasuk pemutusan hubungan 
perkawinan, pembagian aset, dan penentuan hak asuh dan tunjangan anak. Selain 
itu, pembatalan perkawinan dapat memiliki implikasi sosial yang lebih luas, 
terutama dalam hal norma-norma budaya dan agama yang melingkupi lembaga 
perkawinan. 

Pemalsuan identitas merupakan salah satu alasan perkawinan dapat 
dibatalkan. Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
479/Pdt.G/2023 dijelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan 
perkawinan pada bulan Januari 2023 yang dimana Termohon I ketika 
melangsungkan perkawinan mengaku sebagai perjaka dan belum pernah menikah. 
Setelah perkawinan berjalan, Termohon II mendapat informasi bahwa Termohon I 
sudah melangsungkan perkawinan siri di Yaman dan memilki dua istri. Pada saat 
itu, Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon II merasa ditipu oleh Termohon 
I dengan melakukan pemalsuan identitas status. Kemudian Pemohon mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan dasar ketentuan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Termohon I telah melakukan perkawinan 
tanpa melakukan pendaftaran perkawinan dengan benar berdasarkan Pasal 22 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  
 
METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum 
normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji 
secara mendalam dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan 
Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang 
mencakup bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan), 
bahan hukum sekunder (seperti literatur dan karya ilmiah), serta bahan hukum 
tersier (seperti kamus dan sumber media). Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan 
dokumen relevan, sedangkan keabsahan data diuji melalui proses editing, 
klasifikasi, dan sistematisasi data untuk memastikan relevansi dan akurasi terhadap 
pokok permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara 
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menafsirkan dan mengorganisir data dalam bentuk narasi yang terstruktur dan 
logis, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan menyusun kesimpulan 
yang menjawab fokus penelitian secara tepat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil (Temuan Penelitian) 
 

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 
479/Pdt.G/2023 yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan 
identitas oleh pihak laki-laki (Termohon I). Dalam kasus ini, Termohon I 
menyatakan dirinya sebagai perjaka saat menikahi Termohon II, padahal ia telah 
menikah siri di luar negeri. Fakta tersebut baru terungkap setelah akad nikah 
berlangsung, yang kemudian memicu konflik rumah tangga dan permohonan 
pembatalan perkawinan oleh ayah Termohon II. 

Pemalsuan status sebagai perjaka dianggap oleh Majelis Hakim sebagai bentuk 
penipuan atau kekhilafan. Hal ini dinilai memenuhi syarat hukum untuk 
membatalkan perkawinan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut 
ditegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat unsur penipuan atau 
ketidaksesuaian syarat sahnya perkawinan. 

Pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak hanya berfokus pada legalitas 
formal, tetapi juga menitikberatkan pada prinsip kejujuran dan keterbukaan 
sebagai unsur sah dalam akad nikah. Dalam pandangan hukum Islam, akad yang 
dilakukan dengan penipuan atau menyembunyikan informasi penting 
(gharar/tadlis) dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan (fasakh). Hal ini 
menegaskan keterkaitan antara norma hukum nasional dan prinsip-prinsip dalam 
hukum Islam. 

Majelis Hakim juga mempertimbangkan maqashid al-shari’ah sebagai 
kerangka berpikir dalam memutus perkara ini. Perlindungan terhadap kehormatan, 
keluarga, dan martabat perempuan menjadi bagian dari tujuan syari’ah yang 
diakomodasi dalam putusan tersebut. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya 
menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga secara substantif. 

Akad nikah yang sah harus dilandasi oleh kerelaan dan kejujuran dari kedua 
belah pihak. Ketika salah satu pihak menyembunyikan fakta penting yang dapat 
memengaruhi keputusan pihak lainnya, maka asas kerelaan dalam akad menjadi 
cacat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan ini batal demi 
hukum karena cacat dari awal. 

Putusan ini menunjukkan bahwa integritas moral dan itikad baik menjadi 
fondasi penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penipuan dalam akad 
nikah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan pelanggaran 
terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan dalam hubungan suami istri. 

Dari sisi akibat hukum, pembatalan perkawinan berarti bahwa hubungan 
hukum antara suami dan istri berakhir. Namun, apabila ada anak yang lahir dari 
perkawinan tersebut, hak-hak anak tetap dilindungi oleh hukum sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI. Dalam kasus ini, karena 
tidak terdapat anak, maka pengadilan tidak mengeluarkan pertimbangan khusus 
mengenai hal tersebut. 
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Secara sosial dan psikologis, Termohon II mengalami kerugian karena merasa 
tertipu. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya menjadi bentuk keadilan 
hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penipuan dalam 
institusi perkawinan. Ini memperlihatkan sensitivitas hukum terhadap dampak 
non-material yang dialami oleh pihak yang dirugikan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum 
Indonesia, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum Islam, 
mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang 
dirugikan. Putusan ini dapat menjadi preseden penting dalam penanganan perkara 
serupa dan menjadi rujukan akademik dalam studi hukum keluarga Islam. 
Pendekatan normatif yuridis yang digunakan dalam penelitian ini juga 
membuktikan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan etika 
sosial yang hidup di masyarakat. 

 
B. Pembahasan (Diskusi Hasil) 

 
1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan 

Nomor 479/Pdt.G/2023/PA.Skh 
Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 

menjadi representasi penerapan hukum terhadap perkawinan yang 
dilandasi kebohongan, khususnya pemalsuan identitas status diri. Dalam 
perkara ini, Termohon I menyatakan dirinya sebagai perjaka saat hendak 
menikahi Termohon, padahal faktanya ia telah menikah siri dengan 
perempuan lain di luar negeri. Kebohongan tersebut baru diketahui oleh 
Termohon II setelah perkawinan berlangsung, yang menyebabkan 
konflik rumah tangga dan mendorong Pemohon (ayah Termohon II) 
untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan 
Agama Sukoharjo. 

Dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian, asas 
konsensualisme dan itikad baik merupakan prinsip utama. Akad nikah 
sebagai salah satu bentuk perjanjian harus dilandasi oleh kesepakatan 
bebas dari unsur penipuan, kekhilafan, atau paksaan. Pemalsuan 
identitas dalam perkawinan, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, dapat 
dikategorikan sebagai wilsgebrek (cacat kehendak) yang mengakibatkan 
batalnya perjanjian secara hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 1320 dan 
1321 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan batalnya 
perjanjian karena penipuan. Secara khusus Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan 
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 
perkawinan”.  

Dalam kasus ini, pemalsuan identitas dianggap sebagai 
ketidakmampuan Termohon I untuk memenuhi syarat kejujuran dalam 
memberikan informasi penting sebelum akad nikah, yang secara 
substansial dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk menikah. 
Penipuan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap 
Termohon II sebagai pihak yang tertipu. 
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Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 72 ayat 
(2) menyatakan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila 
perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 
hukum, atau berdasarkan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak 
terhadap pihak lain”. 

Dalam perspektif hukum Islam, kebohongan dalam 
menyampaikan status pernikahan sebelumnya termasuk bentuk 
penipuan yang menciderai asas kejujuran dalam akad nikah. Hal ini 
merujuk pada prinsip fasakh dalam fiqh munakahat, yaitu hak salah satu 
pihak untuk membatalkan pernikahan melalui putusan hakim jika terjadi 
penipuan, kekhilafan, atau ketidaksesuaian informasi penting sebelum 
pernikahan. Imam Nawawi dalam Raudhah at-Thalibin menjelaskan 
bahwa apabila salah satu pihak menyembunyikan aib atau keadaan yang 
tidak diketahui pasangan lainnya saat akad nikah, maka pasangan 
tersebut berhak mengajukan fasakh kepada hakim. Konsep ini ditegaskan 
pula oleh para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dalam al-
Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. 

Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 
479/Pdt.G/2023/PA.Skh mencerminkan penerapan norma hukum 
positif dan kaidah fiqh yang sejalan dengan memperhatikan keadilan 
substantif dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, dalam hal ini 
yaitu Termohon II. 

 
2. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan terhadap Suami Istri  

Pembatalan perkawinan memiliki implikasi hukum yang 
fundamental terhadap status pribadi masing-masing pihak yang terikat 
dalam perkawinan. Secara hukum, pembatalan perkawinan berbeda 
dengan perceraian. Perceraian mengakhiri suatu perkawinan yang sah, 
sedangkan pembatalan menyatakan bahwa sejak awal perkawinan tidak 
sah secara hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat sah 
sebagaimana diatur dalam undang-undang (Sa’adah et al., 2024).    

Dalam konteks perkara Nomor 479/Pdt.G/2023/PA.Skh, setelah 
putusan pembatalan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, maka 
hubungan hukum antara Termohon I dan Termohon II dianggap tidak 
pernah ada. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 yaitu, “Akibat dari pembatalan suatu perkawinan adalah 
bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi”, dan Pasal 75 
Kompilasi Hukum Islam yaitu, “Akibat hukum dari pembatalan 
perkawinan adalah sejak saat terjadinya perkawinan itu, antara kedua 
bekas suami istri tidak ada hubungan sebagai suami istri”.  

Akibat langsung dari pembatalan ini adalah terputusnya semua 
hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk hak atas nafkah, hak 
warisan, dan hak atas harta bersama. Setelah pembatalan diputuskan dan 
berkekuatan hukum sebagai suami istri dan tidak terikat kewajiban 
hukum satu sama lain (Litani et al., 2022). 

 Dengan demikian, Termohon I dan Termohon II kembali pada 
status hukum mereka masing-masing sebelum adanya akad perkawinan. 
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Tidak ada hak dan kewajiban sebagai suami istri yang melekat setelah 
putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). 
Keduanya juga bebas untuk menikah kembali dengan pihak lain sesuai 
hukum yang berlaku. 

Perlu dicatat bahwa dalam perkara ini, berdasarkan amar putusan 
dan pertimbangan hakim, Termohon I dan Termohon II tidak memiliki 
anak. Oleh karena itu, tidak timbul persoalan mengenai status anak atau 
hak asuh dan nafkah anak pasca pembatalan, yang seringkali menjadi 
akibat hukum penting dalam kasus pembatalan perkawinan lainnya. 
Namun, jika terdapat anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, 
maka berdasarkan Pasal 75 KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut tetap dianggap sah dan 
memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya (Rasyid, 2022). Ini 
menunjukkan bahwa hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan 
terhadap hak-hak anak meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. 

Dampak lain dari pembatalan perkawinan tidak hanya bersifat 
yuridis, tetapi juga sosial dan psikologis, khususnya bagi pihak yang 
dirugikan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban 
penipuan identitas mengalami trauma psikologis, stigma sosial, serta 
kehilangan rasa percaya diri, tekanan sosial dari lingkungan dan 
keluarga, meskipun mereka adalah korban (Atmadianti & Rizal, 2024). 

Dalam fiqih Islam, pembatalan perkawinan dikenal sebagai fasakh, 
yaitu pembatalan akad karena terdapat cacat atau unsur penipuan yang 
menyalahi asas akad. Imam Nawawi dalam Raudhah At-Thalibin 
menjelaskan bahwa apabila akad nikah dilakukan berdasarkan 
kebohongan atau informasi palsu yang disembunyikan, maka pihak yang 
dirugikan berhak mengajukan fasakh ke Pengadilan.  

Selain aspek perdata, pembatalan perkawinan karena pemalsuan 
identitas juga dapat berimplikasi pada aspek pidana. Perbuatan 
menyembunyikan status pernikahan sebelumnya dengan tujuan untuk 
mengelabui pasangan dapat dikategorikan sebagai penipuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan jika terdapat pemalsuan 
dokumen dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP. Unsur pidana dapat 
dikenakan apabila pelaku terbukti melakukan manipulasi status diri 
secara sadar dengan niat untuk menipu pihak lain demi memperoleh 
keuntungan atau tujuan tertentu. 

Praktik pemalsuan identitas dalam pernikahan kerap kali tidak 
ditindak secara pidana karena korban merasa malu atau enggan melapor. 
Padahal, jika ditindak secara pidana, hal ini akan memberikan efek jera 
dan perlindungan yang lebih maksimal bagi korban. Penguatan sanksi 
pidana juga dinilai penting agar tidak ada celah hukum yang 
memungkinkan pelaku manipulasi identitas dalam perkawinan lolos dari 
pertanggungjawaban hukum (Sudarso & Surahmad, 2024). 

Penerapan aspek pidana dalam kasus pembatalan perkawinan 
sangat relevan untuk mewujudkan perlindungan hukum menyeluruh, 
karena perkawinan bukan sekedar kontrak sosial, melainkan institusi 
hukum yang dilindungi oleh sistem perdata dan pidana. Oleh karena itu, 
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jika ditemukan unsur pidana dalam kasus pembatalan, maka aparat 
penegak hukum perlu menindaklanjuti dengan proses pidana untuk 
menegakkan keadilan dan kepastian hukum. 

Dengan demikian, pembatalan perkawinan karena pemalsuan 
identitas tidak hanya berdampak pada gugurnya hak-hak sebagai suami 
istri, tetapi juga dapat melibatkan pertanggungjawaban pidana apabila 
unsur-unsurnya terpenuhi. Pendekatan komprehensif melalui hukum 
perdata dan pidana menjadi penting dalam menjaga integritas lembaga 
pernikahan serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. 
 

3. Kesesuaian Putusan dengan Asas-Asas Hukum Perkawinan 
Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 

479/Pdt.G/2023/PA.Skh mengenai pembatalan perkawinan akibat 
pemalsuan identitas menunjukkan bahwa pengadilan telah 
mempertimbangkan dan menerapkan asas-asas hukum perkawinan secara 
tepat dan proporsional. Asas-asas tersebut merupakan dasar normatif yang 
menopang bangunan hukum keluarga di Indonesia, baik yang bersumber 
dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), maupun prinsip-prinsip umum hukum Islam (fiqih). 
Dengan memeriksa putusan ini melalui lensa asas-asas hukum, dapat terlihat 
bahwa pertimbangan hakim sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang 
hendak dijaga dalam institusi perkawinan. 

Salah satu asas utama dalam hukum perkawinan adalah asas 
kejujuran dan keterbukaan (transparasi) antara calon suami dan istri. Dalam 
asas ini, masing-masing pihak diharapkan menyampaikan status diri mereka 
secara benar dan jujur, termasuk status perkawinan sebelumnya. Dalam 
kasus ini, Termohon I dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa ia telah 
menikah secara siri di luar negeri dan mengaku sebagai seorang perjaka saat 
melangsungkan pernikahan dengan Termohon II. Hal ini merupakan bentuk 
pelanggaran serius terhadap asas kejujuran, dan membatalkan landasan 
moral serta hukum dari perjanjian perkawinan yang dijalankan. Majelis 
hakim secara tepat menilai bahwa tindakan tersebut termasuk dalam 
kategori “penipuan” yang membolehkan pembatalan perkawinan menurut 
Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. 

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menunjukkan 
pentingnya penerapan prinsip kejujuran dalam hukum perkawinan. Dalam 
hukum islam, kejujuran merupakan syarat mendasar dalam akad nikah. 
Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 32 dan Hadits Rasulullah 
SAW tentang transparansi dalam pernikahan, pemalsuan identitas 
bertentangan dengan asas moral dan hukum. 

Selanjutnya, asas persetujuan kedua belah pihak secara bebas dan 
tanpa tekanan juga menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
Asas ini menekankan pentingnya kerelaan dan kehendak yang murni (tidak 
cacat) dalam memberikan persetujuan untuk menikah. Dalam hukum 
perdata, dikenal konsep “cacat kehendak” atau wilsgebrek yang mencakup 
unsur penipuan, kekhilafan, dan paksaan. Dengan adanya pemalsuan 
identitas, maka Termohon II memberikan persetujuan atas dasar informasi 
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yang keliru. Ini secara hukum dapat dianggap sebagai cacat dalam 
persetujuan yang mengarah pada tidak sahnya akad, sehingga pembatalan 
menjadi langkah yang tepat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum Islam 
yang mengenal konsep gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) dalam 
akad, termasuk akad nikah. 

Kemudian, putusan ini juga sesuai dengan asas monogami terbatas 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. 
Meskipun hukum Islam membolehkan poligami, namun hukum nasional 
mensyaratkan bahwa praktik poligami harus memenuhi syarat administratif 
dan substansial tertentu. Dalam hal ini, Termohon I tidak melaporkan atau 
meminta izin kepada pengadilan untuk berpoligami, bahkan 
menyembunyikan perkawinan sebelumnya. Tindakan ini tidak hanya 
melanggar asas monogami, tetapi juga mencederai nilai keadilan dan hak-
hak perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Putusan pembatalan oleh 
pengadilan mencerminkan sikap tegas dalam menjaga ketertiban umum dan 
moralitas dalam kehidupan berkeluarga. 

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan asas perlindungan 
terhadap perempuan yang telah mengalami kerugian secara psikologis dan 
sosial akibat penipuan dalam perkawinan. Hukum perkawinan Indonesia 
dan fiqih Islam keduanya memberikan perhatian besar terhadap hak-hak 
perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan yang cacat secara hukum. 
Dengan membatalkan perkawinan tersebut, pengadilan secara tidak 
langsung memberikan ruang keadilan bagi pihak perempuan untuk keluar 
dari ikatan hukum yang dibangun atas dasar kebohongan. Ini sejalan dengan 
prinsip maslahah mursalah dalam hukum Islam, yakni mendorong 
kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. 

Di sisi lain, perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari 
perkawinan yang dibatalkan juga diatur secara eksplisit dalam KHI. Anak 
tetap memiliki hak atas nafkah, warisan, dan pengakuan dari ayah 
biologisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap mengedepankan 
prinsip kemaslahatan anak. 

Terakhir, asas ketertiban umum yang menjadi bagian dari asas 
hukum perdata Indoensia juga tercermin dalam putusan ini. Perkawinan 
yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar norma hukum dan moral 
tidak boleh dibiarkan, karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Jika 
tindakan pemalsuan dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk dalam 
hukum keluarga yang melemahkan legitimasi dan integritas institusi 
perkawinan. Oleh karena itu, pembatalan oleh pengadilan berfungsi sebagai 
instrumen untuk mengoreksi penyimpangan sekaligus menegakkan 
ketertiban dan keadilan sosial. 

Dalam hukum positif, pemalsuan identitas merupakan bentuk 
penipuan yang dapat membatalkan perjanjian. Perkawinan sebagai 
perjanjian keperdataan tunduk pada asas konsensualisme dan asas itikad 
baik. Penipuan dalam bentuk penyembunyian status perkawinan dapat 
dianggap sebagai cacat dalam persetujuan (wilsgebrek) yang membuat 
perjanjian batal demi hukum.  
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Putusan ini memperkuat bahwa pernikahan yang tidak dilakukan 
dalam itikad baik dapat digugurkan secara hukum. Perspektif hukum 
keluarga Islam juga mengakui adanya fasakh sebagai bentuk pembatal nikah 
jika terjadi penipuan atau kekeliruan mengenai pribadi salah satu pihak. 
Dalam hal ini, pembatalan sesuai dengan konsep fasakh yang dibenarkan 
oleh fiqh klasik dan modern. 

Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan 
putusan hakim dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada pembacaan 
hukum positif semata, tetapi juga mencerminkan penghayatan terhadap 
asas-asas mendasar dalam hukum perkawinan. Dengan membatalkan 
perkawinan yang didasarkan pada pemalsuan identitas, pengadilan 
berperan menjaga kemurnian nilai-nilai hukum keluarga dan ketertiban 
masyarakat. 

 
KESIMPULAN 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan 
hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 yang 
membatalkan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta untuk mengetahui 
akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:  

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusan tersebut 
telah menetapkan bahwa Termohon I telah melakukan pemalsuan identitas dengan 
cara menyatakan dirinya sebagai perjaka, padahal secara faktual telah menikah siri 
di luar negeri. Tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan atau salah sangka 
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, 
perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan karena akad nikah 
tersebut tidak dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan sebagaimana mestinya. 

Kedua, akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah bahwa 
hubungan hukum antara Termohon I dan Termohon II dianggap tidak pernah ada 
sejak semula (ex tunc). Dalam hal ini, karena tidak terdapat anak dari perkawinan 
tersebut, maka tidak muncul persoalan terkait nasab, hak asuh, atau nafkah anak. 
Namun demikian, Termohon II sebagai pihak yang dirugikan tetap mendapatkan 
perlindungan hukum secara normatif, baik dari sisi status hukum maupun dari 
aspek sosial. 

Ketiga, putusan ini mencerminkan kesesuaian penerapan asas-asas hukum 
perkawinan di Indonesia, seperti asas monogami, asas kejujuran, asas kebebasan 
memberikan persetujuan, asas perlindungan terhadap perempuan, dan asas 
ketertiban umum. Melalui pembatalan tersebut, pengadilan berperan aktif dalam 
menjaga integritas hukum keluarga Islam dan mencegah praktik penipuan dalam 
akad pernikahan. 
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